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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan 

tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Dalam 

proses pengelolaan keuangan daerah, salah satu tahapan penting 

adalah pencairan belanja daerah, karena tahapan ini berkaitan langsung 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang telah 

direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Mekanisme pencairan belanja daerah harus mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan agar prosesnya dapat dipertanggungjawabkan dan 

tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun administratif di kemudian 

hari. 

Selain faktor ketidaklengkapan dokumen, ketidakterpaduan 

pemahaman OPD terhadap alur dan persyaratan pencairan juga menjadi 

penyebab utama lambatnya proses pencairan. Banyak OPD di Kabupaten 

Mukomuko yang belum sepenuhnya memahami alur administrasi dan 

dokumen apa saja yang wajib dipenuhi untuk mengajukan SPM. Hal ini 

menyebabkan sering terjadinya pengembalian berkas untuk perbaikan atau 

pelengkapan dokumen, yang pada akhirnya menghambat percepatan realisasi 

belanja daerah.  

Landasan hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah telah 

diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara 
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lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menjadi 

dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah 

secara mandiri, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Salah satu prinsipnya 

adalah mempercepat proses transfer dan pencairan dana untuk mendukung 

kelancaran program pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Dalam Pasal 162, disebutkan bahwa pengeluaran kas daerah dilakukan 

berdasarkan dokumen SP2D yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (PPKD). Proses ini harus dilakukan secara tertib, efisien, 

transparan, dan tepat waktu. Permendagri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini 

memberikan panduan teknis penyusunan, pelaksanaan, dan penatausahaan 

APBD. Dalam pelaksanaannya, penerbitan SP2D diharapkan dapat dilakukan 

secara digital untuk meminimalisir keterlambatan dan meningkatkan 

efektivitas kerja. 

Melihat kondisi tersebut, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Mukomuko, khususnya Bidang Perbendaharaan, perlu melakukan langkah 

strategis melalui penyusunan Checklist Kelengkapan Dokumen 

SPM dan Panduan Singkat Alur Pencairan. Checklist ini akan menjadi alat 

bantu OPD dalam memastikan kelengkapan dokumen sebelum diajukan ke 

bidang perbendaharaan, sedangkan panduan singkat alur pencairan akan 

membantu memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tahapan 
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pencairan belanja. Dengan adanya kedua instrumen ini diharapkan proses 

pencairan menjadi lebih cepat, efisien, dan tepat waktu, sehingga realisasi 

anggaran dapat meningkat secara signifikan 

Sebagai pelaksana tugas pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Mukomuko bidang perbendaharaan, salah satu fungsi utama adalah 

menerima, memverifikasi, dan memproses dokumen pengajuan SPM dari 

SKPD hingga penerbitan SP2D. Oleh karena itu, keterlambatan pengajuan 

atau ketidaklengkapan dokumen SPM menjadi hambatan langsung terhadap 

efektivitas pelaksanaan tugas tersebut. 

Melalui pelaksanaan aktualisasi ini, diharapkan pegawai dapat 

berkontribusi secara nyata dalam mengoptimalkan proses pencairan dana, 

mendukung percepatan realisasi anggaran, serta membantu mewujudkan 

pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan berkinerja tinggi. 

 

B. Tujuan Aktualisasi 

1. Tujuan Umum  :  

a. Menginternalisasi dan menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam 

pelaksanaan tugas. 

b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pencairan belanja daerah 

di Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Mukomuko melalui penyusunan checklist kelengkapan dokumen SPM 

dan panduan singkat alur pencairan. 

c. Memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian isu lambatnya 

realisasi belanja daerah. 
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2. Tujuan Khusus : 

a. Meningkatkan pemahaman SKPD terhadap SOP pengajuan SPM. 

b. Menyediakan checklist dokumen SPM sebagai panduan praktis. 

c. Meningkatkan ketepatan dan kecepatan proses verifikasi serta 

pencairan dana. 

d. Meningkatkan kinerja bidang perbendaharaan dalam mendukung 

pelaksanaan APBD. 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup aktualisasi ini ditetapkan untuk membatasi fokus 

kegiatan agar relevan dengan isu yang diangkat dan dapat diselesaikan 

dalam periode Latsar CPNS yang telah ditentukan. 

Lingkup LokasiPelaksanaan aktualisasi ini terbatas di Bidang 

Pembendaharaan, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko. 

Implementasi panduan dan checklist akan melibatkan verifikator BKD dan 

seluruh SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko 

sebagai pengguna layanan. 

Lingkup Waktu Kegiatan aktualisasi akan dilaksanakan selama masa 

habituasi Latsar CPNS, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) 

D. Orang yang terlibat 

1. Kasubbid Perbendaharaan: berperan sebagai pengarah teknis dalam 

penyusunan checklist dan panduan. 

2. Bendahara Pengeluaran OPD: sebagai pihak pengguna checklist dan 

panduan dalam pengajuan SPM. 
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3. Staf Bidang Perbendaharaan: bertugas melakukan verifikasi dan 

memastikan kelengkapan dokumen. 

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD : memastikan dokumen 

keuangan sesuai ketentuan sebelum diajukan. 

5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian: mendukung kelancaran 

administrasi pelaksanaan aktualisasi. 

6. Lingkup Isu 

Fokus utama adalah pada penyelesaian isu Masih lambatnya proses 

pencairan realisasi belanja daerah oleh OPD yang disebabkan oleh 

ketidaklengkapan dokumen SPM dan ketidakjelasan alur
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BAB II 

PROFIL INSTANSI DAN PESERTA 

 
A. Profil Instansi 

Tabel 2.1 

Badan Keuangan Daerah Kab. Mukomuko 

 
Sumber : Olahan Penulis 

 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu 

perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan 

daerah. Instansi ini berada di bawah Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi 

Bengkulu. Fungsi utama Badan Keuangan Daerah adalah melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sebagai organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Keuangan Daerah 

memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang keuangan, meliputi perencanaan anggaran, 
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penatausahaan keuangan, akuntansi, pelaporan keuangan, pengelolaan kas 

daerah, serta pengawasan dan pengendalian keuangan daerah. Selain itu, 

instansi ini juga bertanggung jawab dalam mendukung transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaankeuangan daerah, sesuai prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance).  

Secara umum, struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Mukomuko terdiri dari: 

1. Kepala Badan 

2. Sekretariat 

3. Bidang Anggaran 

4. Bidang Perbendaharaan 

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

6. Bidang Aset 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

Bidang Perbendaharaan memiliki peran strategis dalam proses pencairan 

anggaran, pengelolaan kas daerah, serta penerbitan Surat Perintah Pencairan 

Dana (SP2D). Bidang ini juga berfungsi sebagai penghubung antara SKPD 

pengguna anggaran dengan kas daerah, sehingga kecepatan dan ketepatan 

dalam proses pencairan sangat menentukan kelancaran pelaksanaan program 

dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Mukomuko 
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B. Visi dan Misi 

Karena Badan Keuangan Daerah merupakan perangkat daerah yang 

mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka visi dan misi 

instansi ini mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mukomuko. 

Visi Pemerintah Kabupaten Mukomuko: 

“MUKOMUKO MAJU DAN SEJAHTERA.” 

Misi  

Pemerintah Kabupaten Mukomuko: 

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan 

berwibawa. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. 

3. Meningkatkan infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

4. Mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

5. Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko memiliki peran 

mendukung visi misi tersebut, terutama dalam pelaksanaan misi pertama dan 

kelima, yaitu dengan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang 

profesional dan transparan. 

C. Nilai-Nilai Organisasi 

Nilai-nilai organisasi yang dijunjung tinggi oleh Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Mukomuko merupakan turunan dari nilai dasar ASN 

BerAKHLAK yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB, yaitu: 
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1. Berorientasi Pelayanan – Memberikan pelayanan terbaik kepada SKPD 

dan masyarakat dengan cepat, tepat, dan ramah. 

2. Akuntabel – Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Kompeten – Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara 

berkelanjutan untuk mendukung profesionalisme. 

4. Harmonis – Membangun hubungan kerja yang baik, menghargai 

perbedaan, dan mengedepankan kerjasama. 

5. Loyal – Menjaga kehormatan instansi, taat pada peraturan, dan 

mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 

6. Adaptif – Siap menghadapi perubahan dan memanfaatkan teknologi untuk 

mempercepat pelayanan. 

7. Kolaboratif – Mendorong sinergi dan kerja sama lintas SKPD untuk 

mencapai tujuan bersama. 

Penerapan nilai-nilai ini menjadi pondasi dalam setiap aktivitas kerja di 

lingkungan Badan Keuangan Daerah, terutama dalam mendukung pencairan 

belanja daerah yang cepat dan tepat.  
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D. Profil Peserta dan Profil Role Model 

1. Profil Peserta 

Gambar 2.2 
Foto Peserta 

 

Sumber : Instagram 

Saya Hegi Renes yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko yang 

bertugas di Bidang Perbendaharaan. Saya mulai bergabung sejak tahun 

2025 dan saat ini sedang menjalani Pelatihan Dasar CPNS sebagai 

bagian dari pembentukan karakter ASN yang profesional dan 

berintegritas. 

Sebagai ASN muda, saya memiliki semangat untuk beradaptasi 

dengan lingkungan kerja, memahami proses bisnis instansi, serta ikut 

berkontribusi dalam memberikan inovasi dan ide-ide untuk perbaikan 

tata kelola keuangan daerah. Dalam menjalankan tugas, saya 

berpegang pada nilai-nilai BerAKHLAK, terutama Akuntabel dan Adaptif, 

dengan terus belajar memahami regulasi dan prosedur pencairan 

anggaran serta aktif berkoordinasi dengan SKPD lainnya. 
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Saya percaya bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah 

tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh kedisiplinan, 

ketepatan, dan kolaborasi antarpegawai dan antarinstansi. 

2. Profil Role Model 

Gambar 2.3 
Role Model 

 

Sumber : RRI.CO.ID 

Dalam penyusunan aktualisasi ini, penilaian dasar ASN 

BerAKHLAK tercermin melalui keteladanan sosok role model, Ibu Eva 

Trirosanti, yang menjadi inspirasi di lingkungan kerja. Beliau 

menunjukkan nilai Akuntabel dengan selalu melaksanakan tugas sesuai 

prosedur, terbuka terhadap masukan dan evaluasi, serta bertanggung 

jawab penuh atas hasil pekerjaannya. 

Nilai Kompeten tercermin dari penguasaan regulasi keuangan 

daerah yang sangat baik serta kemampuannya memberikan pembinaan 

teknis kepada pegawai lain maupun SKPD, sehingga mendorong 

peningkatan kapasitas tim kerja. Beliau juga 

menunjukkan Loyalitas tinggi dengan menjaga kehormatan instansi, 
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menaati peraturan yang berlaku, dan mendukung kebijakan pimpinan 

secara profesional tanpa pamrih.  

Selain itu, sikap Kolaboratif tampak jelas melalui kemampuannya 

membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan berbagai 

pihak, khususnya SKPD, guna memperlancar proses pencairan belanja 

daerah. Nilai-nilai tersebut menjadi contoh nyata penerapan ASN 

BerAKHLAK dalam praktik kerja sehari-hari. Saya terinspirasi untuk 

meneladani sikap dan perilaku tersebut, terutama dalam meningkatkan 

tanggung jawab, kompetensi, loyalitas, dan kerja sama guna mendukung 

optimalisasi pencairan belanja serta peningkatan realisasi anggaran 

daerah. 
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BAB III 

IDENTIFIKASI ISU AKTUAL 

A. Identifikasi Isu 

Berikut adalah daftar isu yang diidentifikasi di Bidang Perbendaharaan, 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko: 

Tabel 3.1 

Tabel Isu di Badan Keuangan Daerah Kab. Mukomuko 

No Isu Kondisi Saat Ini Kondisi yang 
Diharapkan 

1. Masih lambatnya 
proses pencairan 
realisasi belanja 
daerah oleh opd 

Capaian realisasi belanja 
daerah belum optimal hingga 
triwulan III. Banyak kegiatan 
belum terealisasi karena 
keterlambatan pengajuan 
SPM dan ketidaksesuaian 
dokumen. 

Proses pencairan 
belanja daerah 
berjalan lancar, 
SKPD tepat waktu 
mengajukan SPM, 
dan realisasi 
anggaran meningkat. 

2. Keterlambatan 
penetapan DPA 
oleh SKPD 

Beberapa SKPD baru 
menetapkan DPA setelah 
triwulan pertama, 
menyebabkan 
keterlambatan pelaksanaan 
kegiatan dan pencairan 
dana. 

Penetapan DPA 
dilakukan tepat 
waktu agar kegiatan 
dapat berjalan 
sesuai rencana. 

3 Dokumen SPM 
tidak lengkap atau 
tidak sesuai SOP 

Banyak dokumen pencairan 
(SPM) dikembalikan karena 
belum lengkap atau tidak 
sesuai dengan ketentuan 
administrasi. 

Seluruh dokumen 
SPM lengkap dan 
sesuai SOP sejak 
awal sehingga 
pencairan lebih 
cepat dan efisien. 

Sumber : olahan data penulis 

B. Uraian Detail Tiap Isu 

1. Masih lambatnya proses pencairan realisasi belanja daerah oleh opd 

8. Kondisi Saat Ini  

Realisasi belanja daerah Kabupaten Mukomuko pada triwulan III masih di 

bawah target dari total pagu anggaran. Berdasarkan data Bagian 

Perbendaharaan, hingga bulan September realisasi belanja baru 
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mencapai Sekitar 58% dari target tahunan. Beberapa faktor penyebab 

antara lain: 

1. Keterlambatan penetapan DPA oleh SKPD; 

2. Pengajuan SPM yang tidak sesuai jadwal; 

3. Dokumen pendukung SPM sering tidak lengkap atau salah format; 

 Dampak dan Pihak yang Terdampak 

1. Dampak bagi Pemerintah Daerah : Penyerapan anggaran tidak 

optimal, penilaian kinerja keuangan menurun. 

2. Dampak bagi Masyarakat : Kegiatan pembangunan dan pelayanan 

publik tertunda. 

3. Pihak terdampak : SKPD pengusul SPM, Bidang Perbendaharaan, 

serta masyarakat penerima manfaat program. 

Tabel 3.2 Isu Ke-1 

Uraian Pengamatan keterangan  

Pencairan bulan Agustus 53.094.980.887 

Pencairan bulan September 45..018.084.221 
Sumber: Olahan data penulis 

 Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Latsar ASN (Agenda III)  

Isu ini berkaitan erat dengan Manajemen ASN dalam hal peningkatan 

kinerja dan efektivitas birokrasi, serta dengan Smart ASN dalam hal 

profesionalisme, kolaborasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan daerah. 

2. Keterlambatan Penetapan DPA oleh SKPD 

 Kondisi Saat Ini 
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Proses penetapan DPA di beberapa SKPD masih terlambat, bahkan 

melewati batas waktu triwulan I. Hal ini menyebabkan kegiatan fisik dan 

nonfisik tertunda, sehingga berdampak pada lambatnya penyerapan 

anggaran daerah. 

 Dampak dan Pihak yang Terdampak Dampak : Program kerja 

SKPD tidak dapat berjalan sesuai jadwal, dan pelaksanaan kegiatan 

menumpuk di akhir tahun. 

 Pihak terdampak : Kepala SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

(PPTK), serta masyarakat penerima manfaat. 

 Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Latsar ASN 

Berhubungan dengan Manajemen ASN, khususnya dalam aspek 

perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

sesuai prinsip efisiensi dan efektivitas. 

Tabel 3.3 Isu Ke-2 

Uraian Pengamatan keterangan  

SKPD yang mengusulkan DPA tepat waktu 20 

SKPD yang terlambat mengusulkan DPA lebih. Dari 
seminggu 

10 

Sumber: Olahan data penulis 

3. Dokumen SPM Tidak Lengkap atau Tidak Sesuai SOP 

Kondisi Saat Ini 

Berdasarkan hasil evaluasi bidang perbendaharaan, masih ditemukan 

banyak dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) yang tidak lengkap, 

salah format, atau tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Akibatnya, 

proses verifikasi dan pencairan menjadi lambat. 
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 Dampak dan Pihak yang Terdampak Dampak  : Proses pencairan 

dana menjadi terhambat, menyebabkan keterlambatan pelaksanaan 

kegiatan 

 Pihak terdampak : Bendahara Pengeluaran SKPD, Bidang 

Perbendaharaan, dan masyarakat. 

 Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Latsar ASN : Terkait dengan Smart 

ASN dalam penerapan nilai-nilai profesionalisme, akuntabilitas, dan 

pelayanan publik berbasis tata kelola yang baik (good governance). 

Tabel 3.4 Isu ke-3 

Uraian Pengamatan keterangan  

SPM yang diusulkan SKPD lengkap 38 

SPM yang diusulkan SKPD tidak lengkap 6 
Sumber: Olahan data penulis 

C. Penetapan Core Isu (APKL) 

Berdasarkan tiga isu yang penulis angkat di Badan Keuangan 

Daerah Kab. Mukomuko, maka dilakukan penetapan core isu 

dengan menggunakan metode penilaian APKL dengan rentang 

penilaian 1-5 pada kriteria Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan 

kelayakan. Seperti yang tertera pada tabel berikut Berikut adalah kriteria 

AKPL yang umumnya digunakan : 

1. A (Aktual): Isu tersebut benar-benar terjadi, bukan sekadar prediksi, atau 

sedang hangat dibicarakan. 

2. K (Kekhalayakan/Khalayak): Isu tersebut menyangkut hajat hidup orang 

banyak atau berdampak luas. 
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3. P (Problematik): Isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks 

dan perlu segera dicari solusinya. 

4. L (Layak): Isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat 

dipecahkan sesuai kewenangan atau kemampuan. 

Berikut rentang penilaian : 

5 = Sangat kuat pengaruhnya 

4 = Kuat pengaruhnya 

3 = Sedang pengaruhnya 

2 = Kurang pengaruhnya 

1 = Sangat kurang pengaruhnya 

Tabel 3.4 

Penetapan Core Isu Menggunakan AKPL 

No Isu 
Kriteria 

jumlah peringkat 
A K P L 

 1. 
Masih lambatnya proses 
pencairan realisasi belanja 
daerah oleh opd 

5 5 4 4 18 1 

 2. 
Keterlambatan penetapan DPA 
oleh SKPD 

4 4 3 4 15 3 

 3. 
Dokumen SPM tidak lengkap 
atau tidak sesuai SOP 

4 4 4 5 17 2 

Sumber : Olahan Penulis 

Penjelasan Skor: 

 Isu 1 (Lambatnya Pencairan Belanja): Diberi skor tertinggi karena sangat 

Aktual (sering terjadi), sangat berdampak pada Khalayak (mengganggu 

program, pelayanan, dan pembayaran pihak ketiga), Problematik 

(melibatkan banyak faktor), dan sangat Layak diselesaikan (masuk akal di 

lingkup Pemda). 
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 Isu 3 (Dokumen SPM Tidak Lengkap): Memiliki skor tinggi karena ini 

adalah masalah teknis yang sering Aktual dan sangat Layak untuk 

dipecahkan melalui perbaikan SOP/pelatihan, namun dampak 

Problematik dan Khalayak mungkin sedikit di bawah isu pencairan belanja 

secara keseluruhan. 

 Isu 2 (Keterlambatan Penetapan DPA): Skor sedikit lebih rendah karena 

meskipun penting dan Problematik, isu ini sifatnya lebih awal di siklus 

anggaran. 

Berdasarkan total skor (18), "Masih lambatnya proses pencairan 

realisasi belanja daerah oleh OPD" diilustrasikan sebagai Core Isu atau Isu 

Utama yang harus segera diatasi. 

D. Rumusan Isu 

Tabel 3.5  
Rumusan Isu 

Aspek Uraian 

Fokus Optimalisasi pencairan belanja daerah melalui 
peningkatan kualitas dan ketepatan pengajuan dokumen 
SPM. 

Lokasi Bidang Perbendaharaan, Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Mukomuko. 

Waktu 
Pelaksanaan 

Pada Tahun Anggaran 2025, selama kegiatan aktualisasi 
berlangsung di unit kerja. 

Sumber : Olahan Penulis 

E. Analisis Core Isu (Metode Fishbone Diagram) 

1. Isu Utama: Masih lambatnya proses pencairan realisasi belanja daerah 

oleh opd 

2. Faktor-Faktor Penyebab: 

 Manusia (SDM): 
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Bendahara SKPD belum memahami kelengkapan dokumen SPM dan 

alur pencairan dana. 

 Metode/Prosedur: 

SOP pencairan dana belum dipahami secara menyeluruh. 

 Lingkungan: 

Koordinasi antarbidang belum berjalan efektif. 

 Manajemen: 

Pengawasan dan evaluasi realisasi anggaran belum rutin dilakukan. 

Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan Penulis 

1. Gagasan Kreatif (Judul Aktualisasi) 

“Optimalisasi Pencairan Daerah Untuk Meningkatkan Realisasi 

Anggaran Melalui Penyusunan CHECK-SPM (Checklist-SPM) Dan 

Panduan Singkat Alur Pencairan Di Bidang Perbendaharaan Badan 

Keuangan Daerah.”  
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BAB IV 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

 
A.  Jadwal Aktualisasi 

  Pada bab ini disajikan jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang akan 

dilaksanakan sesuai isu yang telah ditetapkan. Adapun rencana jadwal kegiatan 

aktualisasi dapat dilihat pada table 4.1 jadwal rencana kegiatan aktualisai 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi 

No Kegiatan 

Oktober November 

IV V I II III IV 

1 
Pelaksanaan Konsultasi dengan 
Pimpinan 

            

2 Pembuatan SOP CHECK-SPM             

3 
Pembuatan Formulir Cek 
Kelengkapan SPM 

            

4 
Pembuatan Infografis Program 
CHECK-SPM 

            

5 
Pelaksanaan Sosialisasi 
Program CHECK-SPM 

            

6 
Pelaksanaan Implementasi Cek 
SPM 

            

7 
Pelaksanaan Evaluasi Program 
CHECK-SPM 

            

8 
Pembuatan Laporan Akhir 
Program CHECK-SPM 

            

   Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2025 
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B. Matriks Pelaksanaan Aktualisasi (RA) 

 

Tabel 4.2 Matrik Pelaksanaan Aktualisasi 

                                                                                     
Hhh      

Kegiatan Tahapan Kegiatan Output 
(Dokumen & 
Dokumentasi) 

Keterkaitan dengan Nilai berAkhlak   Stakeholder / 
Pihak Terlibat 

Potensi 
Konflik 

Solusi Konflik Ket 

1 Pelaksanaan 
Konsultasi 
Dengan 
Pimpinan 
Program 
CHECK-SPM 
Dan Panduan 
Singkat Alur 
Pencairan Di 
Bidang 
Perbendaharaan 

a. Membuat nota 
dinas 

(Nota Dinas) 
(Foto) 

Akuntabel: Saya telah membuat nota 
dinas dan draf undangan secara 
cermat dan bertanggung jawab untuk 
memastikan kejelasan tujuan kegiatan 
dan penggunaannya. 
Adaptif: Saya telah memastikan 
format dan konten nota dinas dan draf 
undangan dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan pimpinan dan 
perkembangan regulasi terbaru. 
Kompeten: Saya telah menggunakan 
keahlian saya dalam tata naskah 
dinas untuk menyusun nota dinas dan 
draf undangan yang profesional dan 
rapi. 

Mentor dan 
peserta 

Iya Membangun 
komunikasi 
terbuka dan 
saling 
menghargai 
untuk mencapai 
kesepahaman 
bersama. 

  

Unit Kerja : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama, Bidang Perbendaharaan Bagian Kas Daerah, Badan Keuangan Daerah 
Kab. Mukomuko 

     : 1. Masih lambatnya proses pencairan realisasi belanja daerah oleh opd 
2.  Keterlambatan penetapan DPA oleh SKPD 
3. Dokumen SPM tidak lengkap atau tidak sesuai SOP 

Isu yang Diangkat : 1. Masih lambatnya proses pencairan realisasi belanja daerah oleh OPD 

Gagasan Pemecah Isu : “Optimalisasi Pencairan Daerah Untuk Meningkatkan Realisasi Anggaran Melalui Penyusunan CHECK-SPM (Checklist-
SPM) Dan Panduan Singkat Alur Pencairan Di Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah.” 
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b.   Melaksanakan 
konsultasi 

(Catatan 
Konsultasi 
)(Foto) 

Kolaboratif: Saya telah berkonsultasi 
dengan pimpinan secara 
terbuka untuk mencapai kesepakatan 
dan sinergi dalam pelaksanaan 
program. Harmonis: Saya 
telah membangun suasana konsultasi 
yang kondusif dan saling 
menghargai pendapat pimpinan agar 
tercapai solusi terbaik. Loyal: Saya 
telah menjunjung tinggi arahan 
pimpinan yang disepakati dalam 
konsultasi sebagai bentuk ketaatan 
pada instansi.Berorientasi 
Pelayanan: Saya telah memastikan 
hasil konsultasi menghasilkan 
langkah-langkah yang berorientasi 
pada kepuasan masyarakatpenerima 
manfaat program. 

c.   Membuat surat 
persetujuan 

(Surat 
Persetujuan)  
(Foto) 

Akuntabel: Saya telah membuat surat 
persetujuan secara jujur dan 
berintegritas sebagai landasan legal 
pelaksanaan program.Adaptif: Saya 
telah mengantisipasi dan merespon 
cepat jika ada perubahan mendadak 
yang memerlukan penyesuaian pada 
surat persetujuan.Kompeten: Saya 
telah memastikan keabsahan data dan 
substansi dalam surat 
persetujuan sebagai bentuk 
peningkatan kualitas diri. 
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2 Pembuatan 
SOP Program 
Pelaksanaan  
CHECK- SPM 
Dan Panduan 
Singkat Alur 
Pencairan Di 
Bidang 
Perbendaharaan 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a.   Menyusun draf 
SOP program 
pelaksanaan 
Cheklist-SPM dan 
panduan singkat alur 
pencairan di bidang 
perbendaharaan 

(Draf SOP)  
(Foto) 

Akuntabel: Saya telah menyusun draf 
SOP secara cermat dan sesuai 
standar sebagai pertanggungjawaban 
atas tugas yang diberikan. 
Adaptif: Saya telah memanfaatkan 
teknologi dan referensi terbaru untuk 
menyusun draf SOP agar relevan dan 
efektif. 
Kompeten: Saya telah memastikan 
setiap langkah dalam draf SOP mudah 
dipahami dan terukur untuk kinerja 
terbaik. 

Pimpinan, 
Mentor dan 
peserta 

Iya Mengadakan 
diskusi 
bersama untuk 
mencapai 
kesepakatan 
serta menjaga 
profesionalitas 

  

b.   Konsultasi 
dengan pimpinan 

(Catatan 
Konsultasi) 
(Foto) 

Kolaboratif: Saya telah berdiskusi 
secara konstruktif dengan pimpinan 
untuk menyelaraskan substansi draf 
SOP. Harmonis: Saya telah menjaga 
hubungan baik dan komunikasi efektif 
dengan pimpinan selama proses 
konsultasi SOP. Loyal: Saya 
telah melaksanakan hasil konsultasi 
dan arahan pimpinandalam 
penyempurnaan SOP. Berorientasi 
Pelayanan: Saya 
telah mempertimbangkan masukan 
pimpinan agar SOP dapat mendukung 
kemudahan pelayanan publik. 
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c.    Memperbaiki 
dan melaksanakan 
rencangan program 
pelaksanaan 
CHEKLIST-SPM 
Dan Panduan 
Singkat Alur 
Pencairan Di Bidang 
Perbendaharaan 

(Draf SOP 
Final) (Foto) 

Akuntabel: Saya telah memperbaiki  
berdasarkan hasil konsultasi secara 
transparan dan bertanggung jawab. 
Adaptif: Saya telah terus belajar dan 
menyesuaikan diri dengan perubahan 
kebijakan saat melakukan perbaikan 
akhir SOP. 
Kompeten: Saya telah memastikan 
SOP final bebas dari kesalahan dan 
siap diimplementasikan dengan 
kualitas terbaik. 

3 Pembuatan 
Formulir Cek 
Kelengkapan 
SPM Dan 
Panduan 
Singkat Alur 
Pencairan Di 
Bidang 
Perbendaharaan 

a.    Membuat draf 
formular  

(Draf Formulir) 
(Foto) 
 
  
 

Akuntabel: Saya telah menyusun draf 
formulir dengan data yang valid dan 
dapat 
dipertanggungjawabkan.Adaptif: Saya 
telah merancang draf formulir yang 
fleksibel untuk mengakomodasi 
berbagai kebutuhan 
data.Kompeten: Saya 
telah mengaplikasikan prinsip-prinsip 
desain formulir yang efektif agar 
mudah diisi dan diolah. 

Bidang 
Perbendaharaan, 
Mentor dan 
peserta 

Iya Komunikasi dua 
arah untuk 
memastikan 
format formulir 
disepakati 
bersama. 
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b.   Konsultasi 
dengan pimpinan 

(Catatan 
Konsultasi) 
(Foto) 

Kolaboratif: Saya telah mengajak 
pimpinan berbagi ide untuk 
menyempurnakan bentuk dan isi 
formulir. 
Harmonis: Saya telah menghormati 
setiap masukan pimpinan untuk 
menjaga lingkungan kerja yang positif. 
Loyal: Saya telah menjalankan 
keputusan pimpinan terkait finalisasi 
formulir dengan penuh dedikasi. 
Berorientasi Pelayanan: Saya 
telah memastikan formulir yang dibuat 
bersifat sederhana dan memudahkan 
pengguna layanan. 

c.   Memperbaiki 
formulir 

(Formulir 
Final) (Foto) 

Akuntabel: Saya telah memastikan 
hasil perbaikan formulir dilaksanakan 
secara konsisten dan 
jujur.Adaptif: Saya 
telah menggunakan masukan terbaru 
untuk memperbaharui formulir agar 
sesuai dengan kondisi 
aktual.Kompeten: Saya 
telah memeriksa ulang formulir 
final untuk menjamin kualitas output 
yang optimal. 
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4 Pembuatan 
Infografis 
Program 
CHECK-SPM 
Dan Panduan 
Singkat Alur 
Pencairan Di 
Bidang 
Perbendaharaan 

a.   Membuat 
rancangan desain 

(Draf Desain) 
(Foto) 

Akuntabel: Saya telah membuat draf 
desain infografis berdasarkan data 
yang akurat dan dapat dipercaya. 
Adaptif: Saya 
telah memanfaatkan tools desain 
terkini dan menyesuaikan gaya 
visual agar infografis menarik dan 
informatif. 
Kompeten: Saya 
telah mengembangkan infografis yang 
komunikatif dan efektif dalam 
menyampaikan informasi program. 

Pimpinan, 
Mentor dan 
peserta 

Iya Diskusikan 
desain dan 
informasi agar 
selaras dengan 
kebutuhan 
sosialisasi. 

  

b.   Konsultasi 
dengan pimpinan 

(Catatan 
Konsultasi) 
(Foto) 

Kolaboratif: Saya 
telah mendengarkan dan 
mengintegrasikan saran 
pimpinan untuk menyempurnakan draf 
desain.Harmonis: Saya 
telah menjaga komunikasi yang 
terbuka dan saling mendukung 
dengan pimpinan selama proses 
desain.Loyal: Saya telah mengikuti 
petunjuk pimpinan dalam finalisasi 
infografis demi kepentingan 
instansi.Berorientasi 
Pelayanan: Saya telah memastikan 
infografis yang dihasilkan mudah 
dipahami oleh masyarakat umum. 
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c.   Menyelesaikan 
desain akhir 

(Infografis 
Final) (Foto) 

Akuntabel: Saya telah menyelesaikan 
infografis desain akhir tepat waktu dan 
sesuai standar yang telah ditetapkan. 
Adaptif: Saya telah bersedia 
melakukan penyesuaian akhir dengan 
cepat jika ada kebutuhan mendesak. 
Kompeten: Saya telah memastikan 
resolusi dan kualitas cetak/digital 
infografis final adalah yang terbaik. 

5 Pelaksanaan 
sosialisasi 
Program 
CHECK- SPM 
Dan Panduan 
Singkat Alur 
Pencairan Di 
Bidang 
Perbendaharaan 

a.   Membuat surat 
undangan 

(Surat 
Undangan) 
(Foto) 

Akuntabel: Saya telah membuat surat 
undangan secara bertanggung jawab 
dan profesional agar acara dapat 
berjalan lancar. 
Adaptif: Saya telah merancang surat 
undangan yang informatif dan mudah 
diakses oleh calon peserta sosialisasi. 
Kompeten: Saya telah memastikan 
tata bahasa dan format surat 
undangan sesuai standar naskah 
dinas yang berlaku. 

Mentor dan 
peserta 

Iya Menjaga 
koordinasi antar 
pihak agar 
kegiatan 
berjalan efektif 
dan harmonis. 

  



 

 

 28 

b.   Melaksanakan 
sosialisasi 

(Dokumentasi 
Edukasi) 
(Foto) 

Harmonis: Saya telah menciptakan 
suasana sosialisasi yang ramah dan 
inklusifagar semua peserta merasa 
nyaman.Kolaboratif: Saya 
telah berinteraksi secara aktif dengan 
masyarakat/stakeholder untuk 
menjaring masukan dan umpan 
balik.Berorientasi Pelayanan: Saya 
telah menyampaikan materi sosialisasi 
dengan bahasa yang mudah 
dimengerti dan fokus pada solusi bagi 
masyarakat.Akuntabel: Saya 
telah memberikan informasi yang 
benar dan jelas selama 
sosialisasi sebagai bentuk integritas. 
Loyal: Saya telah melakukan 
sosialisasi sesuai arahan pimpinan 

c.   Membuat 
notulen 

(Notulen) 
(Foto) 

Akuntabel: Saya telah mencatat 
setiap poin penting dalam notulen 
secara jujur dan lengkap. 
Adaptif: Saya telah menggunakan 
format pencatatan notulen yang 
efisien dan dapat dibagikan dengan 
cepat kepada pihak terkait. 
Kompeten: Saya telah memastikan 
notulen mencerminkan hasil dan 
keputusan sosialisasi secara akurat. 
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6 Pelaksanaan 
Implementasi 
Cek SPM Dan 
Panduan 
Singkat Alur 
Pencairan Di 
Bidang 
Perbendaharaan 

a.   Menyusun 
jadwal pelaksanaan 

(Jadwal 
Implementasi) 
(Foto) 

Akuntabel: Saya telah menyusun 
jadwal pelaksanaan secara realistis 
dan terukur sebagai komitmen 
kerja.Adaptif: Saya telah merancang 
jadwal yang fleksibel dan siap 
disesuaikanjika ada kendala di 
lapangan.Kompeten: Saya 
telah memastikan alokasi waktu dan 
sumber daya dalam jadwal sudah 
optimal untuk hasil terbaik. 

Staf OPD, Tim 
Teknis 

Iya Mengidentifikasi 
kendala di 
lapangan dan 
melakukan 
evaluasi 
bersama. 

  

b.   Melaksanakan 
kegiatan 
implementasi 

(Dokumentasi 
Lapangan) 
(Foto) 

Akuntabel: Saya telah melaksanakan 
setiap tahapan implementasi dengan 
penuh tanggung jawab. 
Adaptif: Saya telah mencari solusi 
kreatif dan cepat terhadap masalah 
tak terduga yang muncul selama 
implementasi. 
Kompeten: Saya telah menguasai 
seluruh prosedur implementasi untuk 
memberikan hasil yang berkualitas. 
Berorientasi Pelayanan: Saya 
telah mengedepankan kepentingan 
masyarakat/stakeholder dalam setiap 
langkah implementasi. 
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c.   Konsultasi 
dengan mentor 

(Catatan 
Konsultasi) 
(Foto) 

Kolaboratif: Saya telah melaporkan 
progres implementasi dan berdiskusi 
dengan pimpinan untuk mengatasi 
hambatan. 
Harmonis: Saya telah menerima 
masukan pimpinan dengan sikap 
terbukadan positif. 
Loyal: Saya telah menindaklanjuti 
keputusan pimpinan sebagai bagian 
dari dedikasi pada tugas. 

7 Pelaksanaan 
Evaluasi 
Program 
CHECK-SPM 
Dan Panduan 
Singkat Alur 
Pencairan Di 
Bidang 
Perbendaharaan 

a.   Membuat 
kuesioner evaluasi 

(Kuesioner) 
(Foto) 

Akuntabel: Saya telah menyusun 
kuesioner yang valid dan 
reliabel untuk mendapatkan data 
evaluasi yang jujur.Adaptif: Saya 
telah membuat kuesioner yang dapat 
diakses melalui berbagai 
platform (digital/manual) untuk 
menjangkau 
responden.Kompeten: Saya 
telah merancang kuesioner dengan 
pertanyaan yang jelas dan 
terarah sesuai tujuan evaluasi. 
Loyal: Saya telah membuat kuesioner 
sesuai dengan arahan  konsultasi dan 
arahan pimpinandalam  

OPD, Mentor 
dan peserta 

Iya Melakukan 
koordinasi 
dengan pihak 
terkait untuk 
menindaklanjuti 
hasil evaluasi. 
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b.   Menyebarkan 
kuesioner 

(Hasil Isian) 
(Foto) 

Harmonis: Saya telah berkomunikasi 
dengan rekanan dan ramah kepada 
masyarakat/stakeholder saat 
menyebarkan kuesioner. 
Kolaboratif: Saya telah bekerja sama 
dengan pihak terkait dalam 
penyebaranuntuk memastikan tingkat 
respons yang tinggi. 
Berorientasi Pelayanan: Saya 
telah memastikan proses pengisian 
kuesioner semudah mungkin bagi 
responden. 
Akuntabel: Saya telah menjamin 
kerahasiaan dan integritas data yang 
dikumpulkan melalui kuesioner. 

c.   Membuat 
analisis hasil 

(Analisis 
Evaluasi) 
Foto) 

Akuntabel: Saya telah melakukan 
analisis hasil evaluasi secara objektif, 
cermat, dan transparan. 
Adaptif: Saya telah menggunakan 
metode analisis data terbaru untuk 
menghasilkan temuan yang relevan. 
Kompeten: Saya 
telah menginterpretasikan hasil 
analisis dengan keahlian 
profesional untuk memberikan 
rekomendasi yang konstruktif. 
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8 Pembuatan 
Laporan Akhir 
Program 
CHECK- SPM 
Dan Panduan 
Singkat Alur 
Pencairan Di 
Bidang 
Perbendaharaan 

a.  Membuat draf 
laporan 

(Draf Laporan) 
(Foto) 

Akuntabel: Saya telah menyusun draf 
laporan secara lengkap, faktual, dan 
bertanggung jawab berdasarkan 
seluruh data kegiatan.Adaptif: Saya 
telah memastikan format draf laporan 
sesuai dengan kebutuhan pelaporan 
instansi dan mudah 
dipahami.Kompeten: Saya 
telah menggunakan kemampuan 
menulis saya untuk menyajikan draf 
laporan yang sistematis dan informatif. 

Pimpinan, Staf, 
Mentor dan 
peserta 

Iya Melakukan 
review bersama 
untuk 
menghasilkan 
laporan yang 
berkualitas. 

  

b.   Konsultasi 
dengan pimpinan 

(Catatan 
Konsultasi) 
(Foto) 

Kolaboratif: Saya telah meminta 
saran pimpinan dan berdialog secara 
konstruktif untuk validasi draf laporan. 
Harmonis: Saya telah menjaga 
interaksi yang positif dengan 
pimpinan saat mendiskusikan temuan 
dalam laporan. 
Loyal: Saya telah mengambil tindakan 
perbaikan yang diminta 
pimpinansebagai bentuk kepatuhan 
pada organisasi. 
Berorientasi Pelayanan: Saya 
telah memastikan substansi laporan 
mencerminkan upaya peningkatan 
mutu pelayanan publik. 
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c.   Memperbaiki 
laporan akhir 

 (Laporan 
Final) (Foto) 

Akuntabel: Saya telah menyelesaikan 
laporan final secara teliti dan 
berintegritas sebelum diserahkan. 
Adaptif: Saya telah menggunakan 
masukan perbaikan untuk 
menyempurnakan laporan dengan 
cepat dan tepat. 
Kompeten: Saya telah memastikan 
semua bagian laporan akhir telah 
sempurna dan siap menjadi dokumen 
resmi. 
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C. Matriks Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND PNS (BerAKHLAK) 

Untuk memastikan nilai-nilai BerAKHLAK dapat diinternalisasi secara 

konsisten dalam setiap kegiatan aktualisasi, maka disunlah matrik rekapitulasi 

rencana habituasi. Matrik ini menggambarkan keterkaitan antara mata pelatihan 

dengan kegiatan habituasi yang dilakukan 

Tabel 4.3 Matrik Rekapitulasi Realisasi  NND PNS (BerAKHLAK) 

Sumber : Diolah oleh penulis, 2025  

Re

nca

na

Rea

lisa

si

Re

nca

na

Rea

lisa

si

Re

nca

na

Rea

lisa

si

Re

nca

na

Rea

lisa

si

Re

nca

na

Rea

lisa

si

Re

nca

na

Rea

lisa

si

Re

nca

na

Rea

lisa

si

Re

nca

na

Rea

lisa

si

Renca

na

Reali

sasi

1 Akuntabel 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 18 18

2 Kompeten 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16

3 Harmonis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8

4 Loyal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8

5 Adaptif 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16

6 Kolaboratif 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8

7 Berorientasi Pelayanan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8

10 11101010

Jumlah 

Aktualisasi 

Per MP

82

Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5 Ke-6 ke-7 Ke-8

10 11 1010 821110

NO
Mata 

Pelatihan

Kegiatan

Jumlah MP yang 

Diaktualisasikan 

per Kegiatan

10 10 10 10 11
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D. Capaian Penyelesaian Core Isu 

Berikut penulis sajikan table perbendingan kondisi core isu sebelum dan 

sesudah aktualisasi : 

Tabel 4.4 Capaian Core Isu 

Kondisi Core Isu 

Sebelum Aktualisasi Sesudah Aktualisasi 

Masih sering ditemukannya 6 dari 44 
dokumen SPM tidak lengkap atau tidak 
sesuai. Kondisi ini menyebabkan banyak 
berkas dikembalikan dan menghambat 
percepatan pencairan. 

Dokumen SPM yang tidak lengkap 
berkurang menjadi 1 dari 44 dokumen. Ini 
menunjukkan bahwa penggunaan CHECK-
SPM telah meningkatkan kedisiplinan OPD 
dalam melengkapi dokumen sebelum 
pengajuan. 

Proses verifikasi SPM membutuhkan waktu 
rata-rata 3–4 hari kerja akibat banyaknya 
koreksi. 

Waktu verifikasi berkurang menjadi rata-
rata 1–2 hari kerja karena dokumen sudah 
lebih siap sejak diajukan. 

Pengembalian dokumen SPM terjadi sekitar 
5–6 kali per minggu, yang menunjukkan 
rendahnya kepatuhan terhadap SOP. 

Frekuensi pengembalian turun menjadi 
sekitar 1–2 kali per minggu, menunjukkan 
efektivitas checklist sebagai alat pengendali 
kualitas. 

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2025 

E. Manfaat Terselesaikannya Core Isu 

Penyelesaian core isu tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

yang terlibat. Adapun manfaat yang diperoleh dapat dijabarkan sebagai berikut : 

4. Individu peserta  

Manfaat aktualisasi bagi peserta adalah peserta telah meningkatkan 

kompetensi teknis di bidang perbendaharaan, mengasah kemampuan 

komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan serta OPD, serta membentuk 

sikap profesional dan konsisten dalam mengimplementasikan nilai-nilai 

BerAKHLAK dalam pekerjaan sehari-hari. 

5. Instansi  
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Manfaat aktualisasi bagi instansi adalah terjadinya percepatan proses 

pencairan belanja daerah, berkurangnya tingkat pengembalian dokumen 

SPM akibat ketidaklengkapan, serta terciptanya standar kerja baru melalui 

penerapan checklist dan panduan alur pencairan yang lebih sistematis. 

6. Stakeholder (OPD dan Masyarakat) 

Manfaat aktualisasi bagi stakeholder (OPD dan Masyarakat)adalah 

meningkatnya pemahaman OPD terhadap prosedur pencairan SPM, 

kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan daerah karena pencairan 

lebih tepat waktu, serta masyarakat dapat lebih cepat menerima dampak 

pembangunan akibat percepatan realisasi anggaran. 

F. Rencana Tindak Lanjut hasil aktualisasi 

Berikut merupakan rencana tindak lanjut hasil aktualisasi program 

Optimalisasi Pencairan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Realisasi Anggaran 

Melalui Penyusunan Checklist Kelengkapan Dokumen Spm Dan Panduan 

Singkat Alur Pencairan Di Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah : 

No  Kegiatan Output  Durasi 
Dan 
Waktu 

Para Pihak 
Terlibat 

Sumber Biaya Keterangan 

1. Sosialisasi 
lanjutan dan 
distribusi 
fisik/digital 
Checklist 
dan 
Panduan 
kepada 
seluruh 
SKPD. 

Dokumen/ 
Folder 
Digital/Fisik 
Checklist & 
Panduan 
terdistribusi. 
Daftar hadir 
sosialisasi 
lanjutan 

Kontinu 
(minimal 
1 kali 
setiap 
awal 
triwulan) 

Kepala 
Bidang 
Perbendahar
aan, Staf 
Bidang 
Perbendahar
aan, 
Bendahara 
Pengeluaran 
SKPD, PPK 
SKPD. 

Anggaran Rutin 
BKD 
(Penggandaan, 
Alat Tulis 
Kantor, 
Konsumsi 
Rapat/ 
Sosialisasi) 

Mempertahankan 
kedisiplinan OPD 
dalam pengajuan 
dokumen yang 
lengkap 
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2. Pembaruan 
berkala 
materi 
Checklist 
dan 
Panduan 
berdasarkan 
perubahan 
regulasi 
terbaru. 

Revisi 
Dokumen 
Checklist 
dan 
Panduan 
(setiap ada 
regulasi 
baru). 

Kontinu 
(Sesuai 
Kebutuha
n/Peruba
han 
Regulasi)
. 

Kepala 
Bidang 
Perbendahar
aan, Staf 
Bidang 
Perbendahar
aan, Pejabat 
Penatausah
aan 
Keuangan 
(PPK) OPD. 

Anggaran Rutin 
BKD (ATK dan 
Cetak) 

Memastikan 
Panduan dan 
Checklist tetap 
Adaptif dan relevan 
dengan aturan 
perundang-
undangan. 

3. Evaluasi dan 
monitoring 
efektivitas 
penggunaan 
CHECK-
SPM di BKD. 

Laporan 
Analisis 
Evaluasi 
(Tingkat 
kelengkapan 
dokumen, 
rata-rata 
waktu 
verifikasi per 
bulan). 

Setiap 
Akhir 
Triwulan 
(Triwulan 
IV 2025, 
Triwulan 
I 2026, 
dst.) 

Kepala BKD, 
Kepala 
Bidang 
Perbendahar
aan, Staf 
Bidang 
Perbendahar
aan. 

Anggaran Rutin 
BKD (ATK) 

Mengukur dampak 
program secara 
berkala dan 
mengambil tindakan 
perbaikan yang 
diperlukan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi 

Pencairan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Realisasi Anggaran melalui 

Penyusunan Checklist Kelengkapan Dokumen SPM dan Panduan Singkat Alur 

Pencairan di Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah”, dapat 

disimpulkan bahwa: 

OPD terhadap Pertama, pelaksanaan aktualisasi melalui penerapan 

CHECK-SPM telah mampu menjawab core isu berupa lambatnya proses 

pencairan belanja daerah yang disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen 

SPM dan kurangnya pemahaman alur pencairan. Hal ini terbukti secara 

kuantitatif dengan adanya penurunan jumlah dokumen SPM yang tidak lengkap 

dari 6 dokumen menjadi 1 dokumen dari total 44 dokumen yang diuji, serta 

peningkatan tingkat kelengkapan dokumen dari sekitar 86% menjadi 98%. 

Kedua, dari sisi efektivitas proses kerja, penerapan CHECK-SPM dan 

panduan singkat alur pencairan telah mempercepat proses verifikasi SPM. 

Sebelum aktualisasi, waktu verifikasi rata-rata membutuhkan 3–4 hari kerja, 

sedangkan setelah aktualisasi berkurang menjadi 1–2 hari kerja. Frekuensi 

pengembalian dokumen SPM juga menurun signifikan dari 5–6 kali per minggu 

menjadi hanya 1–2 kali per minggu. 

Ketiga, aktualisasi ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis 

administrasi keuangan, tetapi juga memperkuat internalisasi nilai-nilai dasar ASN 

BerAKHLAK, terutama nilai Akuntabel, Kompeten, Adaptif, dan Berorientasi 

Pelayanan. Peserta telah menunjukkan tanggung jawab, profesionalisme, 

kemampuan beradaptasi, serta komitmen dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada OPD sebagai pengguna layanan. 

Keempat, inovasi sederhana berupa CHECK-SPM terbukti mampu 

memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pencairan 
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belanja daerah dan mendukung percepatan realisasi anggaran, yang pada 

akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan. 

 
 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil aktualisasi yang telah dicapai, maka disampaikan 

beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Integrasi ke SOP Resmi 

Pimpinan Badan Keuangan Daerah diharapkan dapat mengintegrasikan 

CHECK-SPM ke dalam SOP resmi pencairan belanja daerah agar dapat 

digunakan secara berkelanjutan dan menjadi standar kerja baku. 

2. Monitoring dan Evaluasi Berkala 

Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap 

penggunaan CHECK-SPM oleh OPD untuk memastikan efektivitasnya 

tetap terjaga dan dapat terus dikembangkan sesuai dinamika kebutuhan. 

3. Pengembangan dan Sosialisasi Lanjutan 

Disarankan agar checklist dan panduan singkat alur pencairan terus 

diperbarui sesuai perubahan regulasi keuangan daerah serta dilakukan 

sosialisasi lanjutan kepada OPD agar pemahaman tetap terjaga secara 

konsisten. 
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LAMPIRAN   



 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1. Lampiran Laporan Mingguan Minggu ke – 1 

Judul kegiatan 

no.1  

: Pelaksanaan konsultasi dengan pimpinan program CHECK-SPM dan 

panduan    singkat alur pencairan di bidang perbendaharaan BKD 

Tahap Kegiatan : 7. Membuat Nota Dinas  

8. Melaksanakan Konsultasi 

9. Membuat Surat Persetujuan 

Daftar Lampiran 

Bukti Kegiatan/ 

Evidence 

: 1. Membuat Nota Dinas  

 

 

 

 

Hasil :  

 

 

 

 

2. Melaksanakan Konsultasi 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil konsultasi: 

 

 

 

 

3. Membuat Surat Persetujuan 

 

 

 

Hasil : 

 



 

 

 

Nilai Dasar yang Melandasi 

Dalam pembuatan nota dinas, nilai Akuntabel saya terapkan dengan menyusun nota 

berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan karangan atau asumsi pribadi. Nilai Adaptif 

terlihat dari cara saya menyesuaikan format dan bahasa nota dinas agar sesuai dengan 

kebiasaan administrasi di bidang kami. Sementara nilai Kompeten tercermin dari kemampuan 

saya menggunakan tata naskah dinas dengan baik sehingga nota terlihat rapi, resmi, dan 

mudah dipahami. 

Pada tahap melaksanakan konsultasi, nilai Kolaboratif terlihat dari sikap saya yang 

terbuka menerima masukan pimpinan dan menjadikan konsultasi sebagai ruang diskusi, bukan 

sekadar menyampaikan ide sepihak. Nilai Harmonis tercermin dari cara saya menjaga 

komunikasi yang santun, tidak defensif, dan tetap menghargai pendapat pimpinan. Nilai Loyal 

terlihat dari kesediaan saya mengikuti arahan pimpinan sebagai pedoman utama dalam 

melanjutkan kegiatan. Selain itu, nilai Berorientasi Pelayanan terlihat dari fokus pembahasan 

yang selalu saya arahkan pada tujuan akhir, yaitu kemudahan pelayanan bagi OPD dan 

kelancaran pencairan anggaran. 

Dalam pembuatan surat persetujuan, nilai Akuntabel tercermin dari kejujuran saya dalam 

menuangkan hasil konsultasi apa adanya, tanpa ditambah atau dikurangi. Nilai Adaptif terlihat 

saat saya menyesuaikan redaksi surat sesuai arahan terbaru dari pimpinan jika ada 

perubahan. Nilai Kompeten tercermin dari kemampuan saya memastikan isi surat sesuai 

dengan aturan dan dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan. 

Analisis dampak jika tidak berdasarkan nilai BerAKHLAK : 

Jika nota dinas dibuat tanpa mengedepankan nilai akuntabel, adaptif, dan kompeten, 

maka isinya bisa menjadi tidak jelas, asal-asalan, atau bahkan tidak sesuai prosedur. 

Dampaknya bagi satuan kerja adalah pimpinan menjadi ragu atau tidak memahami maksud 

kegiatan, sehingga kegiatan bisa tidak disetujui. Bagi OPD dan masyarakat, hal ini 

menghambat perbaikan sistem pencairan dana yang berdampak pada terlambatnya realisasi 

program pembangunan. 

Jika konsultasi dilakukan tanpa sikap kolaboratif dan harmonis, maka bisa terjadi 

komunikasi yang kaku, tidak nyambung, bahkan memicu salah paham dengan pimpinan. 

Tanpa loyalitas, hasil konsultasi bisa diabaikan atau tidak dijalankan, sehingga program 

berjalan tidak sejalan dengan kebijakan pimpinan. Dampaknya adalah program berpotensi 



 

 

 

gagal atau tidak didukung penuh oleh atasan, yang akhirnya berdampak pada kualitas 

pelayanan kepada OPD. 

Jika surat persetujuan dibuat tanpa menjunjung nilai akuntabel, adaptif, dan kompeten, 

maka isinya berpotensi tidak sesuai dengan hasil konsultasi, bahkan bisa menimbulkan 

kesalahan administrasi. Dampaknya, program bisa berjalan tanpa dasar yang jelas, rawan 

dipermasalahkan, dan mengurangi kepercayaan pimpinan terhadap pelaksana. Pada 

akhirnya, hal ini berdampak pada terhambatnya upaya perbaikan pelayanan pencairan dana 

di lingkungan OPD. 

LAMPIRAN 2. Lampiran Laporan Mingguan Minggu ke – 1 

Judul kegiatan no.2 : Pembuatan SOP Program Pelaksanaan  CHECK- SPM Dan 
Panduan Singkat Alur Pencairan Di Bidang Perbendaharaan. 

Tahap Kegiatan : 1. Menyusun draf SOP program pelaksanaan Cheklist-SPM dan 

panduan singkat alur pencairan di bidang perbendaharaan 

2. Konsultasi dengan pimpinan 

3. Memperbaiki dan melaksanakan rencangan program 

pelaksanaan CHEKLIST-SPM Dan Panduan Singkat Alur 

Pencairan Di Bidang Perbendaharaan 

Daftar Lampiran 

Bukti Kegiatan/ 

Evidence 

: 1. Menyusun draf SOP program pelaksanaan Cheklist-SPM dan 

panduan singkat alur pencairan di bidang perbendaharaan. 

 

 

 

 

Hasil : 

 

 



 

 

 

2. Konsultasi dengan mentor 

 

 

 

 

Hasil konsultasi : 

 

 

 

 

 

 

3. Memperbaiki dan melaksanakan SOP program pelaksanaan 

CHEKLIST-SPM Dan Panduan Singkat Alur Pencairan Di Bidang 

Perbendaharaan : 

 

 



 

 

 

Hasil : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nilai Dasar yang Melandasi : 

Pada tahap ini, saya menyusun draf awal SOP program pelaksanaan CHECK-SPM dan 

panduan singkat alur pencairan di Bidang Perbendaharaan. Penyusunan dilakukan dengan 

mengacu pada hasil identifikasi permasalahan di lapangan, yaitu masih seringnya terjadi 

keterlambatan pencairan akibat dokumen SPM yang tidak lengkap maupun tidak sesuai SOP. 

Dalam draf SOP ini, saya memuat tujuan program, sasaran, tahapan pelaksanaan, serta 

gambaran mekanisme penggunaan checklist. 

Dalam pelaksanaannya, nilai akuntabel tercermin dari upaya saya menyusun draf secara 

cermat, berdasarkan kondisi nyata unit kerja dan bukan sekadar copy dari contoh lain. Nilai 



 

 

 

adaptif tampak dari sikap saya yang memanfaatkan referensi terbaru, baik regulasi maupun 

contoh praktik baik di daerah lain, serta menyesuaikannya dengan karakteristik BKD 

Kabupaten Mukomuko. Sementara itu, nilai kompeten tercermin dari kemampuan saya 

menuangkan konsep program secara runtut, mudah dipahami, dan aplikatif sehingga dapat 

dijadikan pedoman pelaksanaan di lapangan. 

Setelah draf SOP awal selesai, saya melakukan konsultasi dengan pimpinan untuk 

mendapatkan masukan, arahan, dan persetujuan terhadap substansi SOP 

 yang telah disusun. Dalam konsultasi ini, saya memaparkan poin-poin penting seperti 

tujuan program, alur penggunaan checklist, serta dampak yang diharapkan terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan perbendaharaan. 

Pada tahap ini, nilai kolaboratif tercermin dari keterbukaan saya menerima masukan 

pimpinan dan menjadikan proses konsultasi sebagai ruang dialog, bukan sekadar 

penyampaian sepihak. Nilai harmonis tampak dari cara saya menjaga komunikasi yang baik, 

menghargai setiap pendapat pimpinan, serta tetap menjaga sikap profesional dalam 

menyampaikan argumen. Nilai loyal tercermin dari kesediaan saya melaksanakan setiap 

arahan pimpinan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, nilai berorientasi pelayanan 

muncul dari fokus pembahasan yang mengarah pada bagaimana program ini dapat 

mempermudah OPD dalam mengajukan SPM dan mempercepat pencairan anggaran. 

Berdasarkan hasil konsultasi, saya melakukan perbaikan terhadap draf SOP program 

hingga menjadi SOP final yang siap diimplementasikan. Perbaikan meliputi penyesuaian alur 

kerja, penyempurnaan redaksi, serta penguatan aspek teknis agar SOP lebih mudah dipahami 

oleh pelaksana dan pengguna di OPD. 

Dalam tahap ini, nilai akuntabel tampak dari komitmen saya untuk melakukan perbaikan 

secara jujur dan transparan sesuai masukan pimpinan, tanpa mengabaikan substansi penting 



 

 

 

yang telah disepakati. Nilai adaptif tercermin dari kesediaan saya menyesuaikan SOP dengan 

perkembangan situasi dan kebijakan yang mungkin berubah selama proses berlangsung. Nilai 

kompeten terlihat dari kemampuan saya memastikan bahwa SOP final sudah layak 

digunakan, bebas dari kesalahan substansi, dan siap menjadi acuan pelaksanaan CHECK-

SPM di Bidang Perbendaharaan. 

Analis dampak jika tidak berdasarkan nilai BerAKHLAK : 

Apabila draf SOP disusun tanpa nilai akuntabel, adaptif, dan kompeten, maka draf 

berpotensi menjadi tidak realistis, terlalu teoritis, atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan. 

Dampaknya bagi satuan kerja adalah program sulit diterapkan dan hanya menjadi dokumen 

formalitas. Bagi OPD dan masyarakat, hal ini menyebabkan tidak adanya perubahan nyata 

pada sistem pencairan, sehingga keterlambatan realisasi anggaran tetap berlangsung dan 

berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program pembangunan. 

Jika konsultasi dilakukan tanpa sikap kolaboratif dan harmonis, maka proses diskusi 

bisa berubah menjadi formalitas tanpa substansi, atau bahkan memicu salah paham dengan 

pimpinan. Tanpa loyalitas, arahan pimpinan bisa diabaikan sehingga SOP tidak mencerminkan 

kebijakan organisasi. Dampaknya bagi satuan kerja adalah program tidak mendapat dukungan 

penuh dari pimpinan. Bagi OPD dan masyarakat, hal ini berpotensi membuat program tidak 

berjalan optimal atau bahkan tidak dijalankan sama sekali, sehingga manfaat yang diharapkan 

tidak tercapai. 

Apabila tahap perbaikan dilakukan tanpa nilai akuntabel, adaptif, dan kompeten, maka 

besar kemungkinan SOP final tetap mengandung kelemahan, tidak sesuai arahan pimpinan, 

atau tidak relevan dengan kondisi lapangan. Dampaknya bagi satuan kerja adalah program 

menjadi kurang efektif dan sulit diterapkan. Bagi OPD dan masyarakat, hal ini mengurangi 

potensi manfaat dari program CHECK-SPM, sehingga tujuan mempercepat dan memperbaiki 

proses pencairan dana tidak tercapai secara optimal. 



 

 

 

LAMPIRAN 3. Lampiran Laporan Mingguan Minggu ke – 2 

Judul kegiatan 

no.3 

: Pembuatan Formulir Cek Kelengkapan SPM Dan 
Panduan Singkat Alur Pencairan Di Bidang 
Perbendaharaan 

Tahap Kegiatan : 1. Membuat draf  formulir 
2. Konsultasi dengan mentor 
3. Memperbaiki formulir  

Daftar Lampiran 

Bukti Kegiatan/ 

Evidence 

: 1. Membuat draf formular 

 

 

 

2. Konsultasi dengan pimpinan 

3. Memperbaiki formular 

 



 

 

 

hasil : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nilai Dasar yang Melandasi : 

Saya menyusun draf awal formulir cek kelengkapan SPM dengan mengacu pada 

kebutuhan di Bidang Perbendaharaan serta permasalahan yang sering terjadi di lapangan, 

yaitu masih banyaknya dokumen SPM yang dikembalikan karena tidak lengkap atau tidak 

sesuai ketentuan. Dalam menyusun draf formulir, saya memperhatikan kejelasan item 

pengecekan, sistematika alur, serta kemudahan penggunaan oleh petugas maupun OPD. 

Nilai akuntabel tercermin dari ketelitian saya dalam menyusun draf formulir 

menggunakan data dan kebutuhan riil di lapangan sehingga formulir yang dibuat dapat 

dipertanggungjawabkan secara isi dan fungsi. Nilai adaptif tampak dari cara saya 

merancang formulir yang fleksibel, sehingga dapat mengakomodasi berbagai kondisi 

dokumen SPM dan kemungkinan perubahan regulasi ke depan. Sementara itu, nilai 

kompeten tercermin dari kemampuan saya menerapkan prinsip-prinsip desain formulir 

yang efektif agar draf yang dihasilkan tidak hanya rapi secara visual, tetapi juga mudah 

digunakan dan dipahami. 

Setelah draf formulir disusun, saya melaksanakan konsultasi dengan pimpinan untuk 

membahas bentuk, isi, dan kesesuaian formulir dengan kebutuhan Bidang Perbendaharaan. 

Dalam konsultasi ini, saya menyampaikan konsep formulir sekaligus membuka ruang 

diskusi agar pimpinan dapat memberikan masukan terkait penyempurnaan isi maupun 

format formulir. 

Nilai kolaboratif tercermin dari sikap saya yang melibatkan pimpinan secara aktif 

dalam proses penyempurnaan formulir, bukan hanya sekadar menyampaikan hasil kerja 



 

 

 

sendiri. Nilai harmonis terlihat dari cara saya menghargai setiap masukan yang diberikan 

pimpinan dengan sikap terbuka dan santun, sehingga tetap terjaga hubungan kerja yang 

positif. Nilai loyal tercermin dari kesediaan saya menjalankan arahan pimpinan terkait 

finalisasi formulir dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, nilai berorientasi pelayanan 

tampak dari upaya saya memastikan formulir yang dibuat benar-benar sederhana, jelas, dan 

memudahkan OPD sebagai penerima layanan. 

Berdasarkan hasil konsultasi, saya kemudian melakukan perbaikan terhadap draf 

formulir hingga menjadi formulir final. Perbaikan meliputi penyesuaian isi, 

penyederhanaan redaksi, serta penguatan aspek kejelasan instruksi agar formulir benar-

benar mudah digunakan dalam praktik pelayanan sehari-hari. 

Pada tahap ini, nilai akuntabel tercermin dari komitmen saya memastikan bahwa 

seluruh hasil perbaikan dilakukan secara jujur, konsisten, dan sesuai dengan hasil 

kesepakatan bersama pimpinan. Nilai adaptif terlihat dari kesiapan saya menerima dan 

mengakomodasi masukan terbaru untuk menyempurnakan formulir agar sesuai dengan 

kondisi aktual. Sementara nilai kompeten tampak dari kemampuan saya memeriksa ulang 

seluruh isi formulir, memastikan tidak ada kesalahan substansi, dan menjamin kualitas hasil 

akhir yang optimal. 

Analisis dampak jika tidak berdasarkan nilai ASN BerAKHLAK : 

Apabila tahap penyusunan draf dilakukan tanpa mengedepankan nilai akuntabel, 

adaptif, dan kompeten, maka formulir yang dihasilkan berisiko tidak sesuai kebutuhan, 

tidak fleksibel, atau sulit digunakan. Dampaknya bagi satuan kerja adalah formulir tidak 



 

 

 

dimanfaatkan secara optimal dan proses verifikasi SPM tetap tidak tertata. Sementara bagi 

OPD dan masyarakat, hal ini berujung pada terus berulangnya pengembalian berkas dan 

keterlambatan pencairan anggaran yang menghambat pelaksanaan program pembangunan. 

Jika konsultasi dilakukan tanpa sikap kolaboratif, harmonis, loyal, dan berorientasi 

pelayanan, maka masukan pimpinan bisa diabaikan atau tidak terakomodasi dengan baik. 

Dampaknya bagi satuan kerja adalah formulir yang dihasilkan berpotensi tidak didukung 

secara struktural dan kurang diterapkan secara optimal. Bagi OPD dan masyarakat, hal ini 

menyebabkan formulir tidak efektif membantu mempercepat proses pencairan dan justru 

tidak memberikan perubahan signifikan dalam pelayanan. 

Jika tahap perbaikan ini tidak dilandasi nilai akuntabel, adaptif, dan kompeten, maka 

formulir final berisiko masih mengandung kelemahan, tidak sesuai arahan pimpinan, atau 

bahkan menimbulkan interpretasi ganda. Dampaknya bagi satuan kerja adalah formulir 

tidak efektif sebagai alat bantu verifikasi. Bagi OPD dan masyarakat, hal ini tetap 

menyebabkan proses pengajuan SPM tidak efisien dan keterlambatan pencairan anggaran 

terus berulang, sehingga tujuan peningkatan kualitas pelayanan perbendaharaan tidak 

tercapai secara maksimal. 

LAMPIRAN 4. Lampiran Laporan Mingguan Minggu ke – 2 

Judul kegiatan 

no.4 

: Pembuatan Formulir Cek Kelengkapan SPM Dan 
Panduan Singkat Alur Pencairan Di Bidang 
Perbendaharaan 

Tahap 

Kegiatan 

: 1. Membuat SOP desain 

2. Konsultasi dengan mentor 

3. Menyelesaikan desain akhir 



 

 

 

Daftar 

Lampiran Bukti 

Kegiatan/ 

Evidence 

: 1. Membuat SOP desain 

 

 

 

 

hasil : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Konsultasi dengan Mentor  

 

Hasil : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Menyelesaikan desain akhir 

 

Hasil : 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Nilai Dasar yang Melandasi 

Pada tahap ini, saya menyusun draf awal desain infografis yang memuat alur 

program CHECK-SPM dan panduan singkat pencairan di Bidang Perbendaharaan. 

Proses ini saya lakukan dengan mengumpulkan seluruh informasi yang sudah 

disepakati sebelumnya, lalu menerjemahkannya ke dalam bentuk visual yang ringkas, 

jelas, dan mudah dipahami. Tujuannya agar informasi yang selama ini bersifat teknis 

dan panjang, dapat diringkas menjadi media komunikasi yang lebih menarik dan 

komunikatif bagi OPD maupun pihak-pihak yang membutuhkan. 

Nilai akuntabel terlihat dari cara saya menggunakan data dan informasi yang 

benar dan terverifikasi, sehingga isi infografis dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Nilai adaptif tercermin ketika saya memanfaatkan tools desain terkini 

serta menyesuaikan gaya visual dengan kebutuhan sosialisasi dan karakter pengguna 

layanan. Sementara itu, nilai kompeten tampak dari kemampuan saya mengolah 

informasi teknis menjadi desain komunikatif yang tidak hanya menarik secara visual, 

tetapi juga efektif dalam menyampaikan pesan utama program. 

Setelah draf desain selesai, saya melaksanakan konsultasi dengan pimpinan untuk 

meminta masukan terkait tampilan, isi, dan kesesuaian infografis dengan kebutuhan 

organisasi. Dalam proses ini, saya tidak hanya memaparkan hasil desain, tetapi juga 

membuka ruang diskusi agar pimpinan dapat memberikan saran dan koreksi terhadap 

informasi serta visualisasi yang ditampilkan. 



 

 

 

Nilai kolaboratif tercermin dari keterbukaan saya menerima ide dan saran 

pimpinan sebagai bagian dari penyempurnaan desain. Nilai harmonis tampak dari cara 

saya menjaga komunikasi yang baik, menghargai setiap masukan yang diberikan, dan 

tidak bersikap defensif. Nilai loyal terlihat dari sikap saya yang berkomitmen 

mengikuti arahan pimpinan terkait finalisasi desain demi kepentingan instansi. Selain 

itu, nilai berorientasi pelayanan tercermin dari fokus utama desain yang saya arahkan 

agar mudah dipahami masyarakat dan OPD sebagai pengguna layanan. Berdasarkan 

hasil konsultasi, saya melakukan penyempurnaan desain hingga menghasilkan 

infografis final. Perbaikan meliputi penyesuaian isi informasi, tata letak, pemilihan 

warna, serta kualitas visual agar infografis layak digunakan baik dalam bentuk cetak 

maupun digital. 

Pada tahap ini, nilai akuntabel tercermin dari komitmen saya menyelesaikan 

desain sesuai standar yang telah disepakati dan tepat waktu. Nilai adaptif terlihat dari 

kesiapan saya melakukan perubahan cepat apabila terdapat kebutuhan mendesak atau 

koreksi akhir dari pimpinan. Sementara nilai kompeten tampak dari kemampuan saya 

memastikan kualitas resolusi, keterbacaan teks, serta ketajaman visual infografis agar 

benar-benar layak digunakan sebagai media resmi instansi. 

Analisis dampak jika tidak berdasarkan nilai ASN BerAKHLAK : 

Jika penyusunan desain tidak dilandasi nilai akuntabel, adaptif, dan kompeten, 

maka infografis yang dihasilkan bisa memuat informasi yang keliru, tampil tidak 

menarik, atau tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dampaknya bagi satuan kerja 



 

 

 

adalah infografis tidak efektif sebagai media sosialisasi. Sementara bagi OPD dan 

masyarakat, informasi yang seharusnya memudahkan justru bisa membingungkan dan 

menimbulkan salah tafsir terhadap alur pencairan.  

Apabila konsultasi dilakukan tanpa nilai kolaboratif, harmonis, loyal, dan 

berorientasi pelayanan, maka masukan pimpinan bisa terabaikan atau tidak terserap 

dengan baik. Dampaknya bagi satuan kerja adalah desain yang dihasilkan kurang 

mendapat dukungan pimpinan sehingga implementasinya kurang optimal. Bagi OPD 

dan masyarakat, infografis menjadi kurang relevan dengan kebutuhan mereka dan tidak 

memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman alur pencairan. 

Jika tahap penyelesaian tidak dilandasi nilai akuntabel, adaptif, dan kompeten, 

maka desain akhir berpotensi tidak memenuhi standar kualitas, terlambat diselesaikan, 

atau tidak sesuai arahan pimpinan. Dampaknya bagi satuan kerja adalah terganggunya 

rencana sosialisasi karena media pendukung tidak siap. Bagi OPD dan masyarakat, 

absennya infografis yang berkualitas membuat informasi sulit dipahami dan tujuan 

edukasi program tidak tercapai secara optimal. 

LAMPIRAN 5. Lampiran Laporan Mingguan Minggu ke – 3 

Judul kegiatan 

no.5 

: Pelaksanaan sosialisasi Program CHECK- SPM Dan Panduan 
Singkat Alur Pencairan Di Bidang Perbendaharaan 

Tahap Kegiatan : 1. Membuat surat undangan  

2. Melaksanakan sosialisasi 

3. Membuat notulen 



 

 

 

Daftar Lampiran 

Bukti Kegiatan/ 

Evidence 

: 1. Membuat surat undangan  

 

Hasil : 

 

2. Melaksanakan sosialisasi 

 



 

 

 

Hasi : 

 

3. Membuat Notulen 

 

Hasil : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nilai Dasar yang Melandasi  

Saya menyusun surat undangan untuk kegiatan sosialisasi Program CHECK-SPM 

dan panduan singkat alur pencairan kepada OPD. Penyusunan surat undangan 

dilakukan dengan memperhatikan ketepatan isi, kejelasan waktu dan tempat, serta 

bahasa yang mudah dipahami agar semua pihak yang diundang memahami maksud dan 

tujuan kegiatan. Surat ini menjadi sarana resmi untuk menginformasikan sekaligus 

memastikan kehadiran peserta dalam kegiatan sosialisasi. 

Dalam proses ini, nilai akuntabel tercermin dari tanggung jawab saya dalam 

menyusun surat undangan secara lengkap, jelas, dan sesuai dengan tata naskah dinas. 

Nilai adaptif terlihat dari cara saya merancang surat yang informatif serta mudah 

diakses oleh peserta, baik secara fisik maupun digital. Sementara nilai kompeten 

tampak dari kemampuan saya memastikan seluruh struktur, format, dan bahasa surat 

sesuai standar administrasi yang berlaku. 

Setelah surat undangan disebarkan, saya melaksanakan kegiatan sosialisasi secara 

langsung kepada para peserta dari OPD. Dalam kegiatan ini, saya menyampaikan 

materi tentang penggunaan formulir cek kelengkapan SPM, alur pencairan dana, serta 

tujuan dan manfaat program CHECK-SPM dalam mempercepat dan menertibkan 

proses pencairan keuangan daerah. Selain pemaparan materi, saya juga membuka ruang 

diskusi dan tanya jawab agar peserta dapat memahami materi dengan lebih utuh. 

Nilai harmonis tercermin dari cara saya menciptakan suasana sosialisasi yang 

ramah, terbuka, dan tidak kaku sehingga peserta merasa nyaman untuk bertanya dan 



 

 

 

berdiskusi. Nilai kolaboratif terlihat dari keterlibatan aktif saya dengan peserta dan 

stakeholder dalam bertukar informasi dan menjaring masukan terkait implementasi 

program. Nilai berorientasi pelayanan tampak dari cara saya menyampaikan materi 

dengan bahasa yang sederhana, solutif, dan fokus pada kemudahan peserta dalam 

menjalankan tugas masing-masing. Selain itu, nilai akuntabel tercermin dari kejujuran 

dan ketepatan informasi yang saya sampaikan sesuai aturan yang berlaku, serta nilai 

loyal terlihat dari pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan arahan pimpinan. 

Setelah sosialisasi selesai, saya menyusun notulen sebagai dokumentasi resmi 

yang memuat jalannya kegiatan, materi yang disampaikan, pertanyaan peserta, serta 

kesimpulan dan tindak lanjut yang disepakati. Penyusunan notulen dilakukan dengan 

mencatat seluruh poin penting secara runtut agar dapat menjadi referensi bagi pimpinan 

dan pihak terkait. 

Nilai akuntabel tercermin dari upaya saya mencatat jalannya kegiatan secara 

jujur, lengkap, dan tidak mengurangi atau menambah substansi. Nilai adaptif terlihat 

dari penggunaan format notulen yang praktis dan mudah dibagikan kepada pihak 

terkait. Sementara nilai kompeten tampak dari kemampuan saya merangkum 

pembahasan dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami. 

Analisis dampak jika tidak berdasarkan nilai ASN BerAKHLAK : 

Apabila tahap ini tidak dilandasi nilai akuntabel, adaptif, dan kompeten, maka 

surat undangan berpotensi memuat informasi yang tidak jelas atau salah. Dampaknya 

bagi satuan kerja adalah menurunnya tingkat kehadiran peserta dalam sosialisasi karena 



 

 

 

informasi tidak tersampaikan dengan baik. Bagi OPD dan masyarakat, hal ini dapat 

menyebabkan tidak meratanya pemahaman tentang program CHECK-SPM dan alur 

pencairan, sehingga tujuan peningkatan pelayanan tidak tercapai optimal. 

Jika sosialisasi tidak dijalankan dengan mengedepankan nilai harmonis, 

kolaboratif, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan loyal, maka kegiatan berpotensi 

menjadi formalitas semata tanpa memberikan pemahaman yang mendalam. 

Dampaknya bagi satuan kerja adalah rendahnya efektivitas sosialisasi serta minimnya 

perubahan perilaku pada OPD. Bagi OPD dan masyarakat, hal ini menyebabkan 

kesalahan administrasi tetap berulang dan pelayanan pencairan dana tidak mengalami 

perbaikan signifikan. 

Jika notulen disusun tanpa nilai akuntabel, adaptif, dan kompeten, maka banyak 

poin penting yang berpotensi terlewat atau tidak terdokumentasi dengan baik. 

Dampaknya bagi satuan kerja adalah hilangnya informasi penting sebagai bahan 

evaluasi dan tindak lanjut. Sementara bagi OPD dan masyarakat, hal ini mengurangi 

keberlanjutan perbaikan program karena tidak adanya catatan resmi yang dapat 

dijadikan rujukan bersama. 

LAMPIRAN 6. Lampiran Laporan Mingguan Minggu ke – 3 

Judul kegiatan 

no.6 

: Pelaksanaan Implementasi Cek SPM Dan Panduan Singkat Alur 
Pencairan Di Bidang Perbendaharaan 

Tahap Kegiatan : 1. Menyusun jadwal pelaksanaan 

2. Melaksanakan kegiatan implementasi 

3. Konsultasi dengan mentor 



 

 

 

Daftar Lampiran 

Bukti Kegiatan/ 

Evidence 

: 1. Menyusun jadwal pelaksanaan 

 

Hasil : 

 

2. Melaksanakan kegiatan implementasi 

 



 

 

 

Hasil : 

 

3. Konsultasi dengan mentor  

 

Hasil : 

 

 



 

 

 

Nilai Dasar yang Melandasi 

Saya menyusun jadwal pelaksanaan implementasi CHECK-SPM dan panduan 

singkat alur pencairan di Bidang Perbendaharaan. Jadwal disusun dengan 

mempertimbangkan waktu kerja OPD, kesiapan tim teknis, serta kondisi pelayanan 

rutin agar pelaksanaan tidak mengganggu aktivitas utama organisasi. 

Dalam proses ini, nilai akuntabel tercermin dari cara saya menyusun jadwal 

secara realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk komitmen 

terhadap tugas. Nilai adaptif terlihat dari kesiapan saya merancang jadwal yang 

fleksibel, sehingga dapat disesuaikan apabila muncul kendala lapangan atau perubahan 

kondisi. Sementara itu, nilai kompeten tercermin dari kemampuan saya 

mengalokasikan waktu dan sumber daya secara proporsional agar setiap tahapan 

implementasi berjalan efektif dan efisien. 

Setelah jadwal tersusun, saya melaksanakan implementasi CHECK-SPM dan 

panduan singkat alur pencairan di lingkungan Bidang Perbendaharaan dan OPD terkait. 

Implementasi dilakukan dengan mendampingi pelaksana di lapangan, memberikan 

arahan teknis penggunaan formulir, serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai 

SOP. 

Dalam tahap ini, nilai akuntabel tercermin dari tanggung jawab saya menjalankan 

setiap langkah sesuai SOP yang telah dibuat tanpa mengabaikan prosedur. Nilai 

adaptif terlihat dari kemampuan saya mencari solusi cepat dan tepat ketika menemui 

kendala di lapangan, seperti kendala teknis maupun keterbatasan sumber daya. Nilai 



 

 

 

kompeten tercermin dari penguasaan saya terhadap seluruh prosedur implementasi 

sehingga dapat memberikan arahan teknis yang jelas dan benar. Selain itu, nilai 

berorientasi pelayanan tampak dari sikap saya yang selalu mengutamakan 

kemudahan OPD dan stakeholder dalam menjalankan program ini. 

Pada tahap ini, saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan 

implementasi yang telah dilakukan, mulai dari kendala yang dihadapi, respon OPD, 

hingga evaluasi awal efektivitas program CHECK-SPM di lapangan. Konsultasi ini 

dilakukan sebagai bentuk refleksi dan upaya perbaikan berkelanjutan. 

Nilai kolaboratif tercermin dari sikap saya yang terbuka dalam menyampaikan 

progres dan kendala, serta menerima masukan mentor sebagai bahan perbaikan. Nilai 

harmonis tampak dari cara saya menjaga komunikasi yang baik, terbuka, dan saling 

menghargai selama proses konsultasi. Nilai loyal tercermin dari komitmen saya untuk 

menindaklanjuti setiap arahan dan keputusan mentor sebagai bagian dari tanggung 

jawab terhadap tugas yang diemban. 

Analisis dampak jika tidak berdasarkan nilai ASN BerAKHLAK: 

Jika penyusunan jadwal tidak dilandasi nilai akuntabel, adaptif, dan kompeten, 

maka jadwal bisa menjadi tidak realistis, terlalu padat, atau justru tidak terarah. 

Dampaknya bagi satuan kerja adalah terganggunya aktivitas pelayanan karena 

implementasi tidak terencana dengan baik. Sementara bagi OPD dan masyarakat, hal 

ini menyebabkan program CHECK-SPM berjalan setengah-setengah dan manfaat 

perbaikan pelayanan tidak bisa dirasakan secara optimal. 



 

 

 

Jika implementasi dilakukan tanpa nilai akuntabel, adaptif, kompeten, dan 

berorientasi pelayanan, maka kegiatan berpotensi berjalan tidak konsisten, asal-asalan, 

dan tidak menyentuh kebutuhan nyata pengguna. Dampaknya bagi satuan kerja adalah 

program gagal diinternalisasi menjadi budaya kerja baru. Sementara bagi OPD dan 

masyarakat, proses pencairan tetap rumit, rawan kesalahan, dan pelayanan tidak 

mengalami peningkatan signifikan. 

Apabila konsultasi dengan mentor tidak dilandasi nilai kolaboratif, harmonis, dan 

loyal, maka masukan penting bisa diabaikan atau tidak dimanfaatkan secara optimal. 

Dampaknya bagi satuan kerja adalah pelaksanaan program tidak mengalami perbaikan 

berkelanjutan. Bagi OPD dan masyarakat, hal ini berpotensi membuat program 

CHECK-SPM tidak berkembang dan berhenti pada tahap awal tanpa menghasilkan 

perubahan yang berarti. 

  LAMPIRAN 7. Lampiran Laporan Mingguan Minggu ke – 4 

Judul kegiatan 

no.7 

: Pelaksanaan Evaluasi Program CHECK-SPM Dan Panduan Singkat 
Alur Pencairan Di Bidang Perbendaharaan. 

Tahap Kegiatan : 1. Membuat kuesioner evaluasi  

2. Menyebarkan kuesioner  

3. Membuat analisis hasil 

Daftar Lampiran 

Bukti Kegiatan/ 

Evidence 

: 1. Membuat kuesioner evaluasi  

 

 



 

 

 

Hasil : 

 

2. Menyebarkan kuesioner  

 

Hasil : 

 

3. Membuat analisis hasil 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Dasar yang Melandasi 

Saya menyusun kuesioner evaluasi sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas 

pelaksanaan program CHECK-SPM dan panduan singkat alur pencairan. Kuesioner 

dirancang untuk menggali persepsi OPD dan pihak terkait mengenai kemudahan 

penggunaan formulir, kejelasan alur, serta dampaknya terhadap percepatan pencairan. 

Pertanyaan disusun secara terstruktur, sistematis, dan mengarah langsung pada tujuan 

evaluasi. 

Dalam proses ini, nilai akuntabel tercermin dari komitmen saya menyusun 

kuesioner yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Nilai 

adaptif tampak dari pemilihan format kuesioner yang fleksibel, baik dalam bentuk 

digital maupun manual, agar dapat menjangkau lebih banyak responden. Nilai 

kompeten terlihat dari kemampuan saya merancang pertanyaan yang jelas, terarah, dan 

relevan dengan tujuan evaluasi. Selain itu, nilai loyal juga tercermin karena saya 

menyusun kuesioner sesuai dengan konsep dan arahan yang telah disepakati bersama 

pimpinan dan mentor. 

No Nama Responden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Tn. M 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

2 Tn. R 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3

3 Ny. R 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4

4 Tn. O 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 Ny. L 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 Tn.  A 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7 Tn. H 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5

8 Ny. R 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4

9 Ny. R 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

10 Ny. N 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4

11 Ny. L 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

12 Ny. B 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

13 Ny. N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4

14 Ny. L 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

15 Ny. V 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

16 Ny. T 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

17 Ny. J 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

18 Ny. A 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

19 Ny. D 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4

JUMLAH 90 87 84 84 83 80 84 80 80 81 83 80 80 84 78

Skor Rata-Rata 4.72 4.80 4.76 4.80 4.80 4.76 4.84 4.80 4.76 4.80 4.80 4.68 4.72 4.84 4.64

Kategori

Baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik

Cukup

Rendah

MASTER TABEL

“Optimalisasi Pencairan Daerah Untuk Meningkatkan Realisasi Anggaran Melalui Penyusunan 

CHECK-SPM (Checklist-SPM) Dan Panduan Singkat Alur Pencairan Di Bidang Perbendaharaan Badan 

Keuangan Daerah.”

Pertanyaan



 

 

 

Setelah kuesioner selesai, saya melakukan penyebaran kepada OPD dan pihak-

pihak terkait yang terlibat langsung dalam penggunaan CHECK-SPM. Penyebaran 

dilakukan dengan pendekatan persuasif dan komunikatif agar responden bersedia 

mengisi kuesioner dengan jujur dan lengkap. Saya memastikan proses pengisian tidak 

membebani responden dan memberikan penjelasan yang cukup mengenai tujuan 

evaluasi. 

Pada tahap ini, nilai harmonis tercermin dari cara saya berkomunikasi secara 

ramah, santun, dan menghargai responden sebagai mitra evaluasi. Nilai kolaboratif 

terlihat dari kerja sama saya dengan pihak OPD dan stakeholder lain untuk memastikan 

respons yang optimal. Nilai berorientasi pelayanan tampak dari upaya saya 

memudahkan proses pengisian kuesioner agar tidak menyulitkan responden. Selain itu, 

nilai akuntabel juga tercermin dari komitmen saya menjaga kerahasiaan dan integritas 

data yang dikumpulkan. 

Tahap akhir dalam rangkaian evaluasi, yaitu melakukan analisis terhadap seluruh 

data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner. Saya mengolah data tersebut secara 

sistematis untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, mengidentifikasi 

kelebihan, kelemahan, serta menemukan area yang masih perlu perbaikan. Hasil 

analisis kemudian saya rangkum menjadi bahan rekomendasi untuk penyempurnaan 

program CHECK-SPM ke depan. 

Dalam proses ini, nilai akuntabel tercermin dari cara saya mengolah dan 

menganalisis data secara objektif, transparan, dan apa adanya tanpa manipulasi. Nilai 



 

 

 

adaptif terlihat dari penggunaan metode analisis yang relevan dan sesuai dengan 

karakteristik data. Nilai kompeten tampak dari kemampuan saya menginterpretasikan 

data hasil evaluasi secara profesional, runtut, dan mudah dipahami. 

Analisis dampak jika tidak berdasarkan nilai ASN BerAKHLAK: 

Jika penyusunan kuesioner tidak dilandasi nilai akuntabel, adaptif, kompeten, dan 

loyal, maka kuesioner berpotensi tidak valid, membingungkan responden, atau tidak 

relevan dengan tujuan evaluasi. Dampaknya bagi satuan kerja adalah data evaluasi 

yang diperoleh menjadi bias atau tidak akurat sehingga sulit dijadikan dasar perbaikan 

program. Bagi OPD dan masyarakat, hal ini berakibat pada tidak tepatnya kebijakan 

tindak lanjut yang diambil, sehingga perbaikan pelayanan tidak berjalan efektif. 

Jika penyebaran kuesioner tidak dilakukan secara harmonis, kolaboratif, 

berorientasi pelayanan, dan akuntabel, maka partisipasi responden bisa rendah atau 

jawaban yang diberikan tidak jujur. Dampaknya bagi satuan kerja adalah data evaluasi 

menjadi tidak representatif. Sementara bagi OPD dan masyarakat, hasil evaluasi tidak 

mencerminkan kondisi sebenarnya sehingga perbaikan program menjadi tidak tepat 

sasaran. 

Jika analisis dilakukan tanpa nilai akuntabel, adaptif, dan kompeten, maka hasil 

evaluasi dapat menjadi subjektif, menyesatkan, atau bahkan direkayasa. Dampaknya 

bagi satuan kerja adalah keputusan tindak lanjut yang diambil menjadi keliru. 

Sementara itu, bagi OPD dan masyarakat, program CHECK-SPM berpotensi tidak 



 

 

 

berkembang dan tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas 

pelayanan pencairan anggaran. 

 

LAMPIRAN 8. Lampiran Laporan Mingguan Minggu ke – 4 

Judul kegiatan 

no.8 

: Pembuatan Laporan Akhir Program CHECK- SPM Dan Panduan 
Singkat Alur Pencairan Di Bidang Perbendaharaan 

Tahap Kegiatan : 1. Membuat draf laporan 

2. Konsultasi dengan pimpinan 

3. Memperbaiki laporan akhir 

Daftar Lampiran 

Bukti Kegiatan/ 

Evidence 

: 1. Membuat draf laporan 

 

Hasil : 

 



 

 

 

2. Konsultasi dengan pimpinan  

 

Hasil : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Memperbaiki laporan akhir 

 



 

 

 

Hasil : 

 

Nilai Dasar yang Melandasi : 

Pada tahap ini, saya menyusun draf laporan akhir yang memuat seluruh 

rangkaian pelaksanaan program CHECK-SPM, mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi. Penyusunan draf dilakukan dengan mengompilasi 

seluruh data, dokumen pendukung, dokumentasi kegiatan, serta hasil evaluasi yang 

telah diperoleh dari tahap sebelumnya. Laporan disusun secara sistematis berdasarkan 

struktur pelaporan yang berlaku di instansi, sehingga mudah dipahami dan dapat 

menjadi referensi resmi. 

Nilai akuntabel tercermin dari upaya saya menyusun laporan secara faktual, 

berdasarkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai adaptif terlihat 

dari cara saya menyesuaikan format dan penyajian laporan dengan kebutuhan 

pelaporan instansi serta arahan pimpinan. Sementara nilai kompeten tampak dari 

kemampuan saya menyusun laporan secara runtut, menggunakan bahasa yang baik, dan 

menyajikan informasi secara jelas dan sistematis. 



 

 

 

Setelah draf laporan selesai disusun, saya melakukan konsultasi dengan 

pimpinan untuk mendapatkan masukan, koreksi, dan validasi terhadap isi laporan. 

Dalam tahap ini, saya mempresentasikan ringkasan laporan, menjelaskan poin-poin 

utama, serta menerima masukan terkait penyempurnaan substansi maupun redaksi 

laporan. 

Pada tahap ini, nilai kolaboratif tercermin dari keterbukaan saya menerima 

masukan pimpinan sebagai bagian dari proses penyempurnaan laporan. Nilai harmonis 

tampak dari cara saya menjaga komunikasi yang santun dan profesional selama proses 

konsultasi. Nilai loyal tercermin dari kesediaan saya menindaklanjuti seluruh arahan 

pimpinan sebagai bentuk ketaatan terhadap kebijakan organisasi. Nilai berorientasi 

pelayanan juga tercermin karena laporan yang disusun tidak hanya sebagai formalitas, 

tetapi sebagai upaya menunjukkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Berdasarkan hasil konsultasi dengan pimpinan, saya melakukan perbaikan 

terhadap draf laporan hingga menjadi laporan akhir. Perbaikan meliputi 

penyempurnaan substansi, penyesuaian redaksi, perbaikan sistematika penulisan, serta 

penambahan data atau dokumentasi yang dianggap perlu. 

Dalam tahap ini, nilai akuntabel tercermin dari komitmen saya menyelesaikan 

laporan akhir dengan teliti, jujur, dan penuh tanggung jawab. Nilai adaptif tampak dari 

kesiapan saya memperbaiki laporan dengan cepat dan tepat sesuai masukan pimpinan. 

Nilai kompeten terlihat dari kemampuan saya memastikan bahwa seluruh bagian 

laporan akhir sudah lengkap, logis, dan layak dijadikan dokumen resmi instansi. 



 

 

 

Analisis dampak jika tidak berdasarkan nilai ASN BerAKHLAK: 

Jika penyusunan draf laporan tidak dilandasi nilai akuntabel, adaptif, dan 

kompeten, maka laporan berpotensi memuat data yang tidak akurat, tidak runtut, atau 

kurang mencerminkan kegiatan yang sebenarnya terjadi. Dampaknya bagi satuan kerja 

adalah rendahnya kualitas dokumen pertanggungjawaban. Bagi organisasi dan 

masyarakat sebagai penerima manfaat, hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan 

terhadap hasil program karena tidak terdokumentasi dengan baik. 

Jika konsultasi dilakukan tanpa nilai kolaboratif, harmonis, loyal, dan 

berorientasi pelayanan, maka proses validasi laporan berpotensi menjadi formalitas 

semata. Dampaknya bagi satuan kerja adalah laporan tidak mencerminkan arahan 

pimpinan dan kebutuhan organisasi. Bagi masyarakat dan stakeholder, hal ini membuat 

laporan kurang memiliki nilai reflektif dan perbaikan yang seharusnya menjadi bekal 

untuk peningkatan kualitas pelayanan ke depan. 

Jika tahap penyempurnaan laporan tidak dilandasi nilai akuntabel, adaptif, dan 

kompeten, maka laporan akhir berpotensi masih mengandung kesalahan, tidak 

sistematis, atau tidak mencerminkan hasil kegiatan secara utuh. Dampaknya bagi 

satuan kerja adalah laporan kurang bernilai sebagai dokumen akuntabilitas kinerja. 

Sementara bagi organisasi dan masyarakat, hal ini mengurangi nilai pembelajaran dan 

potensi replikasi program di masa yang akan datang. 
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LAPORAN HASIL AKTUALISASI 

PELATIHAN DASAR CPNS 

Nama : Hegi Renes 

NIP  : 19970817 202506 2 005 

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama   

 

A. Isu  

Masih lambatnya proses pencairan realisasi belanja daerah oleh OPD karena 

dokumen SPM sering tidak lengkap dan kurangnya pemahaman mengenai alur 

pencairan di Bidang Perbendaharaan. 

B. Penyebab Isu 

1. Belum adanya checklist atau alat bantu pengecekan kelengkapan dokumen 

SPM. 

2. SOP dan panduan pencairan belum tersusun secara sederhana dan mudah 

dipahami OPD. 

3. OPD belum memahami dokumen apa saja yang wajib dilampirkan sesuai jenis 

belanja.belum semuanya mengetahui tentang standar serah terima pasien di 

IGD 

C. Gagasan Kreatif Penyelesaian Isu 

Gagasan krearif sebagai Solusi atas isu ini adalah “Optimalisasi Pencairan 

Daerah Untuk Meningkatkan Realisasi Anggaran Melalui Penyusunan CHECK-

SPM (Checklist-SPM) Dan Panduan Singkat Alur Pencairan Di Bidang 

Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah” 



 

 

 

D. Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan 

1. Pada tanggal 21 Oktober 2025, saya melakukan konsultasi dengan mentor 

terkait pelaksanaan aktualisasi, sekaligus memperoleh surat persetujuan 

aktualisasi yang telah disusun sebelumnya. Pada tanggal 21 ktober 2025, saya 

melakukan konsultasi dengan pimpinan terkait rencana pelaksanaan Program 

CHECK-SPM, termasuk penyusunan SOP dan panduan alur pencairan. 

2. Pada tanggal 19 Oktober 2025, saya mulai menyusun SOP Program CHECK-

SPM setelah melakukan pembelajaran mandiri terhadap peraturan 

perbendaharaan dan berkonsultasi dengan mentor untuk memastikan isi SOP 

sesuai kebutuhan. 

3. Selanjutnya pada  saya membuat Formulir Cek Kelengkapan SPM yang berisi 

daftar dokumen yang harus dipenuhi OPD sebelum mengajukan SPM. 

Formulir ini disusun berdasarkan SOP pencairan dan saya konsultasikan 

kembali kepada mentor untuk dilakukan penyempurnaan. 

4. Pada tanggal 29 Oktober 2025, saya juga membuat infografis Program 

CHECK-SPM dan Panduan Singkat Alur Pencairan sebagai media visual yang 

mempermudah OPD memahami langkah-langkah pencairan. Desain infografis 

disesuaikan agar sederhana dan mudah dibaca. 

5. Setelah undangan disampaikan, pada tanggal 17 November 2025 saya 

melaksanakan sosialisasi Program CHECK-SPM dan Panduan Singkat Alur 

Pencairan kepada OPD. Sosialisasi dihadiri bendahara dan operator OPD yang 

sering mengajukan SPM. 

 




